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ABSTRACT

Factors Analysis That Influence Changesin Capital Expenditures of
Districts/Cities Government in Indonesia

by
Arie Ryan Saputra

The purpose of this study was to examine the factors that influence
changes in capital expenditure of local government districts/cities in Indonesia.
Sample of this research consist of 819 local government determined by purposive
sampling method with year from 2013 untill 2015. After performing multiple
regression with fixed effect model and using Eviews 9, the result of this research
indicate that difference in regiona revenue gain, sharing fund and budget
estimation redundancy, and genera alocation fund had significant positive
effect on changesin capital expenditure.

Keyword : Difference in Regional revenue gain, sharing fund and budget
estimation redundancy, Capital Expenditure, General Allocation
Fund, Regional Expenditure Budget



ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengar uhi Perubahan Anggaran Belanja
Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

Oleh
Arie Ryan Saputra

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal. Peneitian ini
menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 819
pemerintah kabupaten/kota dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2013
hingga 2015. Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda dengan bantuan
aplikasi Eviews 9 dan metode fixed effect model, penelitian ini menghasilkan
bahwa selisih capain pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dan
dana aokas umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap perubahan
anggaran belanjamodal.

Kata Kunci: Pendapatan Adli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja
Modal, Dana Alokasi Umum, APBD
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu bentuk adanya reformasi ialah dengan diterapkannya
kebijakan otonomi daerah yang semula sentralisasi kemudian berubah menjadi
desentralisasi (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Undang — Undang (UU) No 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian
direvis dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU
No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Dagrah menjadi landasan hukum pelaksanaan desentralisasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang membawa perubahan bagi hubungan antara
pusat dan daerah.

Perubahan lebih lanjut mengenai sistem tata pemerintahan di Indonesia
menjadi desentralisasi diatur dalam tiga paket perundangan, yaitu; UU No 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara. Desentralisasi adalah konsep

pelimpahan kewenangan yang diikuti desentralisasi fiskal balk melalui



pemberian danatransfer dari pemerintah pusat ke daerah dan sumber pendapatan
adli daerah. Tujuan ekonomi yang hendak dicapa melaui desentralisas adalah
mewujudkan kesgjahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih
merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat
lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan salah satu bagian paling penting dalam pengelolaan keuangan
daerah di Indonesia. Penetapan APBD dengan peraturan daerah sebelum tahun
pelaksanaannya dimulai membutuhkan kompromi di antara budget actors yang
memiliki preferens berbeda (Abdullah dan Rona, 2015). Perubahan komposisi
APBD pada tahun anggaran berjalan dilakukan oleh pemerintah daerah atas
persetujuan DPRD. Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 154 menyebutkan
bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau
penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD mash
dimungkinkan terutama apabila: terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), terjadi keadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan
antar jenis belanja, ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan
darurat, dan keadaan luar biasa

Meski memiliki dasar hukum yang jelas, perubahan APBD hanya dapat
digjukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan

komposis belanja dalam APBD merupakan upaya logis yang dilakukan



pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan
publik. Pergeseran ini dapat ditujukan untuk peningkatan investasi modal yang
dapat berupa aset tetap, yakni perlatan, bangunan, infrastruktur dan harta
tetap lainnya (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Kualitas pelayanan publik
diharapakan akan semakin tinggi seiring meningkatnya alokasi belanja modal,
karena aset tetap yang dimiliki sebagal akibat belanja modal merupakan
prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Daam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 2 disebutkan bahwa
belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah
pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar persentasi belanja moda terus
ditingkatkan menjadi 30 persen dari total anggaran belanja demi meningkatnya
kesgahteraan masyarakat di daerah. Menurut Mendagri saat itu, apabila ada
efisiensi, baik itu dari dana perjalanan dinas maupun dalam belanja pegawai,
maka dana ini bisa dialihkan untuk belanja modal. Kalau belanja pegawai dapat
diturunkan, maka APBD akan semakin sehat. Memang, kecenderungan dari
tahun ke tahun, belanja modal daerah sudah memperlihatkan peningkatan.
Namun, peningkatan tersebut harus diekselerasi. Upaya ini dianggap lebih
memberi dorongan pada sektor ekonomi, selain lebih bermanfaat bagi daerah
ketimbang APBD dihabiskan untuk pembayaran gaji pegawai pemda

(www.keuda.kemendagri.go.id).

Tabel 1.1 Tabel BelanjaModal Pemerintah Daerah

Total Pemerintah
Daerah
2012 524 108

Tahun Anggaran Belanja>30%




2013 524 133
2014 539 136
Sumber: data olah dari http://www.djpk.depkeu.go.id

Dana adokas umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pel aksanaan desentralisasi. Berkaitan
dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut
merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini
apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada
penelitian yang dilakukan oleh legrenzi & Milas (2001), ditemukan bukti
empiris bahwasannya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap
belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan
dalam pengeluaran belanja modal. Secara khusus dalam ayat 15 ayat 9 UU
nomorl8 tahun 2016 tentang APBN tahun anggaran 2017 disebutkan bahwa
penggunaan dana alokas umum (DAU) sekurang-kurangnya 25% untuk belanja
infrastruktur.

Perhatian yang besar pemerintah pusat terhadap besaran anggaran belanja
modal yang ditetapkan pemerintah daerah, serta masih rendahnya aokas belanja
moda pemerintah daerah menjadi alasan peneliti untuk menganaisis kembali
pengaruh dari pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran
(SILPA), dan dana aokasi umum (DAU) terhadap perubahan anggaran belanja
modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian terdahulu terletak dari objek penelitiannya, yaitu pemerintah

kabupaten/kota di Indonesia dengan periode tahun 2013-2015, serta pengukuran



variabel yang digunakan yang menggunakan rasio pertumbuhan sebagai dasar

pengukuran variabelnya.

1.2

Perumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurakan sebelumnya,

permasalahan dalam penelitain ini dapat dirumuskan sebagal berikut:

1.

1.3.

1.4.

Apakah realisas Pendapatan Adli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap
perubahan anggaran belanja modal ?
Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap
perubahan anggaran belanja modal ?
Apakah Dana Alokas Umum (DAU) berpengaruh terhadap perubahan

anggaran belanja modal ?

Tujuan Penélitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh redlisasi Pendapatan Adli Daerah (PAD)
terhadap perubahan anggaran belanja modal.

Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
terhadap perubahan anggaran belanja modal.

Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokass Umum (DAU) terhadap

perubahan anggaran belanja modal.

Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak

yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:



1.4.1 Manfaat Teoritis
Sebagai bahan kgian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang
Akuntansi khususnya Akuntansi Pemerintahan terutama pemahaman akan
pengaruh realisasi Pendapatan Adli Daerah (PAD), Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Dana Alokas Umum terhadap

perubahans anggaran belanja modal.

1.4.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan suatu anggaran,
khususnya berkaitan dengan perubahan anggaran belanja moda pada
kabupaten/kota dan menjadi motivasi dan pertimbangan dalam membuat
suatu anggaran, mengoptimalkan dalam menggali potensi daerah yang
dimiliki, serta dapat bijak dalam menggunakan anggaran khususnya yang

berkaitan dengan pelayanan publik.
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TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham
(shareholders) sebagai principal dan managemen sebagai agen. Mangemen
merupakan pihak yang dipilih dan dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja
demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, pihak mangemen harus
mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.
Masalah keagenan akan muncul karena setiap individu diasumsikan mempunyai
preferensi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi yang kemungkinan besar
berlawanan dengan kepentingan individu lain (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan merupakan teori yang berakar dari sinergi antara teori
ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi (Darwanto dan
Y ustikasari, 2007). Untuk meminimalkan masalah keagenan yang muncul akibat
konflik kepentingan ini maka dibuatlah kontrak antara prinsipal dan agen.
Organisasi  sektor publik sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan
perusahaan pada umumnya dimana di dalamnya terdapat dua belah pihak yang

memiliki hubungan, yaitu kontrak antara agen (pemerintah) dengan prinsipal



(rakyat).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi kontrak formal
antara rakyat dan pemerintah dituangkan dalam Undang — Undang (UU) No 32
tahun 2004 yang menyatakan bahwa bupati dan walikota dipilih oleh rakyat
dan  bertanggung jawab  atas  perencanaan, pelaksanaan  dan
pertanggungjawaban program pemerintah. Mekanisme pemilihan menunjukan
bahwa terdapat pelimpahan wewenang dari rakyat kepada kepala daerah. Proses
ini menunjukan adanya hubungan keagenan antara rakyat dan kepala
daerah, kepala daerah berperan sebagai agen dan rakyat merupakan prinsipal
dalam rerangka hubungan keagenan. Dalam hal ini DPRD yang dipilih oleh
rakyat menjadi perwakilan rakyat, sama seperti dewan komisaris yang dipilih
oleh para pemegang saham untuk mewakili mereka.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalamn Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13
tahun 2006 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diartikan sebagai
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan
daerah. APBD disusun sesuali dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan kemampuan pendapatan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisas,
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBD ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan
keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu
tahun anggaran. Menurut Mardiasmo (2009), APBD dipresentasikan setiap tahun

oleh eksekutif, memberi informas rinci kepada DPRD dan masyarakat tentang



program-program apa Yyang direncanakan pemerintah. Penyusunan dan
pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses
penyusunan anggaran bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan
fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah,
menciptakan efisiens dan keadilan, memenuhi prioritas belanja, serta

meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah.

2.1.3 Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah sedangkan
berdasarkan pasal 1 ketentuan umum UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa
PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 157 UU
No 32 Tahun 2004 dan pasa 6 UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa
sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: (1) hasil pajak daerah
(2) hasil retribusi daerah (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(4) lain-lain PAD yang sah. Pgjak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif
(closed-list) artinya bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak
dan retribusi selain yang telah di tetapkan dalam undang-undang.

PAD dapat digunakan sebagai indikator tingkat kemandirian suatu daerah
dalam mengelola keuangan daerahnya, dimana semakin tinggi rasio PAD dalam
suatu pemerintah daerah terhadap total pendapatannya maka akan semakin tinggi
pula tingkat kemandirian daerah tersebut (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Pada saat penyusunan APBD, telah ditetapkan besaran target PAD yang hendak
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dicapa padatahun anggaran tersebut. Semakin besar realisasi PAD yang dicapai
maka ha ini dapat mempengaruhi besarnya anggaran belanja modal daerah
untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik semakin
baik serta infrastruktur yang lebih merata dan lebih baik pula, maka hal ini juga

akan kembali lagi bisa menaikan PAD daerah tersebut.

2.1.4 Sisa L ebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisas penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan sumber penerimaan
pembiayan dalam strukur APBD. SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit
anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja,
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan
mendanai kewgjiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
diselesaikan.

SILPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah
daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun
berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa anggaran ini belum pasti karena
dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban
atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sehingga penetapan jumlah SiLPA
ini masih dalam bentuk taksiran atau belum sesua dengan berapa yang
sesungguhnya dicantumkan (Abdullah dan Rona, 2015). SILPA adalah suatu
indikator yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena

SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus
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terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar
dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008 dalam

Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

2.1.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum
bertujuan untuk pemerataan kemampuan Kkeuangan antar-daerah yang
dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-
daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan
potensi daerah.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari
Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan
Dirjen Perimbangan Keuangan, DAU bersifat block grant yaitu penggunaannya
diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk
meningkatkan pelayanan dalam rangka mel aksanakan otonomi daerah.

Perhitungan DAU menggunakan pendekatan celah fiskal yaitu selisih
antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi kapasitas fiskal (fiscal capacity)
daerah dan alokasi dasar yaitu jumlah gaji PNS Daerah. Alokas dasar dihitung
berdasarkan realisasi gaji PNS Daerah pada tahun sebelumnya yang meliputi gaji
pokok dan tunjangan sesuai dengan peraturan pengggjian PNS. Celah fiskal
dihitung dengan mengalikan bobot celah fiska pada daerah x (celah fiskal
daerah x dibagi dengan total celah fiskal nasional) dengan aokasi DAU CF

nasional. CF daerah juga dapat dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan
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fiskal dan kapasitas fiskd.

Kebutuhan fiskal yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan daerah
terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM),
indeks kemahalan konstruks (IKK), dan Produk Domestik Regiona Bruto
(PDRB) per kapita. Komponen variabel kapasitas fiskal yang berasal dari sumber
pendanaan daerah terdiri dari Pendapatan Adli Daerah (PAD) dan Dana

Bagi Hasil.

2.1.6 Belanja M odal
Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006, belanja modal adalah segala
bentuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Dalam PP No 71 Tahun 2010
juga disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi. Belanja modal dapat berbentuk tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.
Buletin Teknis SAP Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap menjelaskan
bahwa suatu belanja pemerintah akan dianggap sebagai belanja modal apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset
lainnya yang menambah aset Pemerintah.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisas aset tetap atau

aset lainnya yang tel ah ditetapkan oleh Pemerintah.
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3.  Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan
ke masyarakat atau pihak lainnya.

Buletin Teknis Nomor 04 tentang penygian dan pengungkapan Belanja
Pemerintah mengklasifikasikan belanja modal menjadi lima jenis yang terdiri
dari belanja tanah, belanja peraatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan,
belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Di samping
belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk
pengeluaran- pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat
juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat
dikategorikan sebagai BelanjaModal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat

kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.

2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minima nilai kapitalisas aset

tetap/aset lainnya

2.1.7 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam
penelitian ini antaralain:

1. Darwanto dan Yustikasari (2007) melakukan penelitian untuk menguji
pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi
umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, hasil penelitian
menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan pendapatan adli
daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

dalam APBD.
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2. Kusnandar dan Siswantoro (2012) meneliti tentang pengaruh dana alokasi

umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas
wilayah terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa
dana aokasi umum tidak berpengaruh terhadap aokasi belanja modal,
sedangkan pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan
luas wilayah mempunyai pengaruh positif terhadap belanjamodal..

. Arwati dan Hadiati (2013) mendliti tentang pengaruh pertumbuhan
ekonomi, pendapatan asi daerah, dan dana aokas umum terhadap
pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah
kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan
bahwa secara parsial pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan
terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan
ekonomi dan dana alokas umum tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengal okasian anggaran belanja modal.

. Abdullah dan Junita (2015) meneliti tentang bukti empiris pengaruh budget
ratcheting terhadap hubungan antara pendapatan sendiri dan belanja daerah
pada kabupaten/kota di Aceh. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan,
yaitu bahwa pendapatan sendiri berpengaruh terhadap belanja daerah dan
budget ratcheting memoderas di antara keduanya

. Abdullah dan Rona (2015) meneliti tentang pengaruh sisa anggaran,
pendapatan sendiri, dan dana perimbangan terhadap belanja modal studi
kasus atas perubahan anggaran kabupaten/kota tahun 2012 di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsid hanya variabel dana

perimbangan yang berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal,
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sedangkan variabel sisa anggaran dan pendapatan sendiri tidak mempunyai

pengaruh terhadap belanja modal.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan telaah literature yang telah dikemukakan diatas serta dengan
melihat hasil-hasil penditian yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah
(PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan Dana Alokas Umum
(DAU) terhadap perubahan anggaran belanja modal, maka penulis
mengembangkan kerangka teoritis penelitian tentang pendapatan asli daerah
(PAD), sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), dan Dana Alokas Umum
(DAU) terhadap perubahan anggaran belanja modal sebagai dasar penentuan
hipotesis dalam bentuk diagram sistematik melalui bagan yang digambarkan
sebagal berikut ini.

Gambar 2.1

Kerangka TeoritisHubungan Antar Variabel

Variabel Independen Variabel Dependen

PAD Hy (+)

Perubahan Anggaran Belanja

SILPA Ho (+)

Modal

DAU Hs (+)
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2.3 Pengembangan Hipotesis
2.3.1 Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Pengaruh Pendapatan Adli Daerah tahun sebelumnya terhadap belanja
adalah saling berkaitan secara sebab akibat, dimana penerimaan pendapatan
daerah tahun sebelumnya akan mempengaruhi proses penganggaran belanja oleh
pemerintah daerah. Studi tentang pengaruh pendapatan daerah terhadap
pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang
pernah dilakukan oleh Abdullah & Halim (2004) menyatakan pendapatan
(terutama pajak) akan mempengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah
dikenal dengan memaka tax spend hyphotesis. Dalam hal ini pengeluaran
Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan penerimaan Pemerintah Daerah
tahun sebelumnya.

Hasil pendlitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Y ustikasari
(2007), Kusnandar dan Siswantoro (2012), dan Arwati dan Hadiati (2013)
menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap
anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang
digjukan dalam pendlitian ini sebagai berikut.

H1: Selisih Capaian Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif

terhadap perubahan anggaran belanja modal.

2.3.2 Sisa L ebih Pembiyaan Anggaran (SILPA)
SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan

digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisas pendapatan lebih
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kecil daripada realisas belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas
beban belanjalangsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja
pegawai) dan mendanai kewagjiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

Hasil penditian terdahulu yang dilakukan oleh Kusnandar dan
Siswantoro (2012), dan Maryadi (2014) menyatakan bahwa sisa lebih
perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang digukan dalam
penelitian ini sebagai berikut.

H2: SILPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.

2.3.3 Dana Alokas Umum

Daam rangka pelaksanaan desentralisasi, maka pemerintah pusat
mengalokasikan dana perimbangan yang berasal dari APBN yang bertujuan
untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan
pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Y ustikasari
(2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU
dan belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang
digukan dalam penélitian ini sebagai berikut.

H3: DanaAlokas Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap perubahan

anggaran belanja modal
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METODE PENELITIAN

3.1 Populas dan Sampel Pendlitian
Populass dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di
Indonesia tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling
atau pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan peneliti yang umumnya disesuaikan dengan tujuan atau
masalah penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampe adalah sebagai
berikut.
1. Kabupaten atau kota di Indonesia yang mempublikaskan APBD murni di
situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013-2015.
2. Kabupaten atau kota di Indonesia yang melaporkan anggaran dari sektor PAD,
SILPA, DAU, dan Belanja Modal yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Jumlah PAD, SILPA, DAU dan BelanjaModal tidak bernilai nol (0).

3.2 Definisi Variabe dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel untuk menguji hipotesis.
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, dan satu variabel dependen.
Berikut ini definisi variabel dan pengukuran dari masing-masing variabel yang

digunakan:
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3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat

baik secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel

independen yang digunakan, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih

perhitungan anggaran (SiLPA), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

3.21.1. Sdisih Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah. PAD terdiri dari pgak daerah, retribus
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain
pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagal perwujudan asas desentralisasi. Variabel ini diukur
dengan menghitung selish antara target penerimaan dan realisasi
penerimaan lalu dibagi dengan realisasi penerimaan.

Target PAD — Realisasi PAD
Realisasi PAD

rasio selisih capaian PAD =

3.21.2. Sisalebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
SILPA adaah sdlisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya
mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana
perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang
sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban
kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan
sisa dana kegiatan lanjutan. Variabel ini diukur dengan menghitung

pertumbuhan nilai SiLPA tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
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Saldo SiLPA t — Saldo SiLPAt—1
Saldo SiLPAt—1

rasio SiLPA =

3.2.1.3. DanaAlokas Umum

Dana Alokass Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
(UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah
pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam
memanfaatkan PAD. Variabel ini diukur dengan menghitung pertumbuhan
nilac DAU yang disgjikan dalam Laporan Redlisass Anggaran (LRA)
pemerintah daerah tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Saldo DAU t — Saldo DAU t — 1

rasieDall'= Saldo DAU t — 1

3.2.2 Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan anggaran belanja
modal. Perubahan anggaran belanja modal diukur dengan menghitung selisih
antara anggaran belanja modal dalam APBD perubahan dengan anggaran belanja
modal dalam APBD murni dibagi dengan anggaran belanja modal dalam APBD

murni.

Anggaran BM Perubahan — Anggaran BM Murni

Perubahan A BM =
erubahan Anggaran Anggaran BM Murni

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data, yaitu data sekunder. Sugiyono
(2012), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada
peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan
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data sekunder berupa data APBD murni kabupaten/kota di Indonesia yang bersumber
dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada di situs

web www.djpk.kemenkeu.go.id. Dari Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dapat

diperoleh informasi mengenai pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih
perhitungan anggaran (SILPA), dana alokas umum (DAU), dan anggaran belanja

modal daerah akhir.

34 Metode Analisis Data

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal pada pemerintah
kabupaten/kota. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap
variabel dependen dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linear
dengan model penilitian yang dinotasikan sebaga: berikut:

PABM =a+ B1PAD + B2SiLPA + B5DAU + ¢

Dimana:

PABM : Perubahan Anggran BelanjaModal
PAD : Selisih Capaian Pendapatan Adli Daerah
SILPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

DAU : DanaAlokas Umum

a : Konstanta
B : Koefisien Regres
€ : Error

Data yang dikumpulkan dalam pendlitian ini diolah dan dianalisis dengan
aplikas program komputer eviews 9 sebaga alat regres model yang telah

dirumuskan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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3.4.1 Pemilihan Model Regres

Pendlitian ini menggunakan regresi data panel dalam menganalisa faktor-faktor
yang mempengaruhi perubahan anggaran belanja moda pada Kabupaten/Kota di
Indonesia. Pendlitian ini melibatkan kabupaten/kota sebagai cross section dan antar
tahun menjadi time series. Menurut Nachrowi dan Usman (2006), dalam melakukan
estimas model regres data panel digunakan tiga teknik uji regresi, yaitu common
effect, fixed effect dan random effect.

Dengan common effect/ OLS (ordinary least square), akan dihasilkan data nilai
residua yang sekecil mungkin dengan cara menjumlahkan kuadrat residual. Semakin
kecil nilai residuanya maka nila anaisis regresi yang dihasilkan akan semakin
mendekati nilai aktualnya. Residua merupakan suatu peubah acak yang bersifat identik
dan independen sertaterdistribusi secara normal dan varians tertentu di antara sampel.

Sementara untuk fixed effect (model efek tetap), dasar pemikiran dari teknik ini
adalah adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model
memungkinkan adannya intercept yang tidak konstan, atau dengan kata lain, intersep
ini mungkin berubah untuk setigp individu dan waktu. Menurut Winarno (2011)
pendekatan model efek tetap ini mengasumsikan bahwa dope koefisien konstan
sedangkan intersepnya bisa bervariasi antar individu dan waktu. Salah satu cara untuk
membedakan intersep antar individu sering dilakukan pendekatan dengan cara
memasukan variabel semu (dummy). Sehingga model ini sering disebut Least Square
Dummy Variabels (LSDV).

Sedangkan dalam model random effect (efek acak), penggunaan variabel boneka
dapat mengurangi dergat kebebasan yang mempengaruhi efisiens dari parameter yang
diestimasi. Dadam modd efek acak, perbedaan antar parameter dimasukkan ke dalam

error, bakk antar individu maupun antar waktu. Karena itulah model efek acak ini
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seringkali disebut model komponen error.

Winarno (2011) menyarankan bahwa untuk memilih teknik analisis yang paling
baik diantara common effect, Fixed Effect dan random effect dalam menguji model
penelitian yang telah ditentukan, perlu dilakukan beberapa pengujian antara lain Uji

Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier, sebagai berikut:

3.4.1.1 Uji Chow

Uji chow dilakukan dengan membandingkan antara nilai Prob>F dengan nilai a.
Nila Prob>F dapat diperoleh dari olahan data eviews 9. Hipotesis yang akan digunakan
adalah sebagai berikut:

Ho : Model menggunakan model common effect

Ha, : Model menggunakan model fixed effect

Apabila Prob>F < a maka kita menolak Ho dan menyimpulkan bahwa model
fixed effect lebih baik dari pada model common effect. Sebaliknya apabila Prob>F > o
maka kita menerima Hy dan menyimpulkan bahwa model common effect lebih baik dari

pada mode fixed effect.

3.4.1.2 Uji Hausman

Pelaksanaan uji Hausman dapat dilakukan dengan fasilitas software Eviews 9.
Dari hasil uji Hausman ini nanti akan dilihat nilai chi-square statistik/hitung dan
probabilitasnya. Hipotesis yang digunakan adalah sebagal berikuit:

Ho : Model menggunakan model Random Effect

Ha, : Model menggunakan model Fixed Effect

Pada aplikas yang digunakan dalam penélitian ini (eviews 9), apabila nilai chi-
squar e statistik/hitung > chi-square tabel dan p-value signifikan (P-value< a) maka kita

menolak Ho dan menyimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah fixed effect,
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sebaliknya apabila nilai chi-square statistik/hitung < chisquare tabel dan P-value > o
maka kita menerima Hy dan menyimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah

random effect.

3.4.1.3 Uji Lagrange Multiplier

Apabila dari kedua pengujian sebelumnya didapatkan hasil pada salah satu
pengujian atau bahkan kedua pengujian ada yang menerima Ho, selanjutnya dilakukan
pengujian yang dinamakan Uji Lagrange Multiplier (LM). Namun, jika hal tersebut
tidak terjadi, maka pengujian ini tidak perlu untuk dilakukan. Hipotesa yang digunakan
dalam pengujian ini adalah sebagal berikuit:

Ho : Model menggunakan model Common Effect

Ha : Model menggunakan model Random Effect

Hasil uji Lagrange Multiplier akan dilihat nilai statistik chi-squares hasil olahan
data eviews. Apabila nilai dari uji Lagrange Multiplier nilainya lebih besar daripada
nilai kritis statistik chi-squares, maka kita menolak Ho. Dengan kata lain akan
digunakan model random effect karena dianggap lebih baik. Apabilanilai dari hasil Uji
Lagrange Multiplier berada dibawah nilai kritis statistik chi-square maka akan
menerima Hy. Jka Hp diterima maka dapat diambil kesimpulan lebih baik

menggunakan model random effect.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik
3.4.2.1 Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai bahwa variabel pengganggu atau residua
memiliki distribusi normal (Gujarati, 2012). Uji normalitas pada aplikas EViews 9
dapat dilakukan dengan melihat pola pada histogram yaitu nilai probabilitas pada

histogram tersebut, ataupun melakukan uji Jarque-Bera.
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Hasil dari uji normdlitas ini dapat disimpulkan dengan melihat tampilan
histogramnya, data yang terdistribus normal akan menampilkan pola kurva normal
yang berbentuk seperti lonceng terlengkup. Namun demikian akan sulit melihat hanya
dari gambar histogram sgja, oleh karena itu untuk memperkuat kesimpulan, dapat
dilihat dari nilai uji Jarque-Bera. Nila uji Jarque Bera (JB) yang diperoleh dari
histogram normality test pada Eviews 9 dibandingkan dengan nilai chi-square tabel.
Jka hasil JB hitung lebih besar dari nila chi-square tabel artinya residua
terstandarisasi tidak terdistribus normal, dan sebaliknya jika JB hitung lebih kecil dari

nilai chi-square tabel artinyaresidual terstandarisas terdistribusi normal.

3.4.2.2 Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelas di antara variabel independen. Untuk menguji masaah
multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas. Jika korelasi antar
variabel-variabel bebas tersebut di atas 0,80 maka dapat disimpulkan terdapat gejala

multikolinieritas.

3.4.2.3 Autokorelas

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi diantara
variabel-variabel yang diteliti. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah
uji Durbin Watson (DW test). Hasil uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai d
yang akan berada di kisaran O hingga 4. Di mana apabila d terletak di antara O dan d_,
maka disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif. Bila d terletak di antara d. dan
du maka tidak dapat diputuskan. Bila d terletak di antara dy dan 4-dy maka tidak

terjadi autokorelasi. Bila d terletak di antara 4-dy dan 4-d. maka tidak dapat
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diputuskan. Bilad terletak di antara4-d, dan 4 makaterjadi autokorelas negatif.

3.4.2.4 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regres
terjadi ketidaksamaan variance dari residua satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika variance dari residua satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk
mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji glejser, yaitu dengan
meregresi nilal absolut residua terhadap variabel independen. Jika variabel signifikan
secara statistik mempengaruhi  variabel dependen, maka ada indikasi terjadi

heteroskedastisitas.

3.5 Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menilai apakah hipotesis berpengaruh
signifikan secara statitistik atau tidak terhadap variabel-variabel yang diuji. Ada 3

jenis pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik t

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan nilai
statistik t dengan titik kritis menurut tabel (nilai t tabel). Apabilanilal statistik t hitung >
t e, Maka hipotesis yang menyatakan suatu variabel independen secara individual
mempengaruhi variabel dependen, dapat diterima. Penelitian ini menggunakan tingkat

signifikansi a sebesar 5%.

3.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
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model regresi dadlam menerangkan varias variabel dependen. Nila dari koefisien
determinasi (R?) adalah antara nol dan satu. Nilai R? yang kecil menandakan bahwa
kemampuan variabel independent dalam menjelaskan varias variabel dependen
sangatterbatas, sebaliknya jika nilai R? yang mendekati satu menandakan bahwa
variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediks variabel dependen. Untuk model regresi dengan menggunakan dua
atau lebih variabel independent koefisien determinasi ditunjukkan oleh nila adjusted
R square (adj R?).

Penelitian ini menggunakan nila adj R2. Nilai adj R? berkisar 0 sampai 1.
Apabila adj R? mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen
dapat dijelaskan oleh varias variabel independen. Sebaliknya jika nilai adj R?
mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen tidak dapat

dijelaskan oleh variasi variabel independen.

3.5.3 Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara
bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji signifikansi dalam penelitian ini
menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah

hipotesis penelitian diterimajika probability value (p-value) < 0,05



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
51 Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari selish capan

pendapatan asli daerah (PAD), sisalebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan dana
aokas umum (DAU) terhadap perubahan anggaran belanja moda pada
kabupaten/kota di Indonesia periode 2013-2015. Berdasarkan hasil dan andlisis
data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Selish capaian pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan

terhadap perubahan anggaran belanja modal dengan arah positif.
b. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) berpengaruh signifikan terhadap

perubahan anggaran belanjamodal dengan arah negatif.
c. Danaaokas umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan

anggaran belanjamodal dengan arah negatif.

52 Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikas teoritis
dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi
perkembangan teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini,

sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap
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peningkatan pengalokasian belanja moda daerah pada kabupaten/kota di

Indonesia

a

5.3

Implikasi Teoritis
Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan anggaran belanja modal
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang antaralain diuji dalam penelitian ini yaitu
Pendapatan Adli Daerah, Sisa Lebih Perhitngan Anggaran, serta Dana
Alokasi Umum. Namun pengaruh ini sangat dipengaruhi oleh perilaku
pemerintah daerah, salah satunya ditentukan oleh prioritas penggunaaan DAU
dan mengalokasikan minimal 25% untuk porsi belanja modal dalam rangka
melaksanakan pembangunan daerah sesua dengan instruksi pemerintah
pusat.
Implikasi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan suatu anggaran,
khususnya berkaitan dengan perubahan anggaran belanja moda pada
kabupaten/kota. Serta diharapkan dapat digunakan menjadi motivasi dan
pertimbangan dalam membuat suatu anggaran, memaksimakan potens
penerimaan daerah, serta dapat bijak dalam menggunakan anggaran
khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian

ini, antaralain:

1

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat banyak

pengurangan data dikarenakan data yang outlier dan data yang tidak |engkap.
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2. Nila koefisien determasi penelitian ini sebesar 7,44% yang berarti 92,56%
dijelaskan sebab-sebab lain diluar model penelitian.

3. Pendlitian ini hanya mendasarkan pada informasi berupa angka yang terdapat
pada laporan realisasi anggaran (LRA) sehingga mengabaikan aspek diluar
data tersebut, seperti prioritas belanja daerah dan kebijakan politis

penyusunan anggaran daerah.

54  Saran
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, beberapa saran yang
dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya:

1. Pendlitian selanjutnya agar menambah periode pengamatan sehingga
diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak sehingga dapat terlihat variasi
antar tahun pengamatan.

2. Menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap perubahan

anggaran belanjamodal.
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